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ABSTRAK

Ridwan. 2018. Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual dalam
Mewujudkan Good Goverment Governance pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah pada Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh
Pembimbing | Ansyarif Khalid dan Pembimbing Il Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi
Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual dalam Mewujudkan Good Goverment
Governance pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten
Enrekang periode tahun 2016 dan 2017. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah Observasi. Teknis analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan badan pengelolaan keuangan daerah
kabupaten Enrekang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual karena telah memenuhi prinsip-prinsip Goog Governance.

Kata Kunci : Good Goverment Governance, standar akuntansi pemerintahan



ABSTRACT

Ridwan, 2018. Accrual Based Public Sector Accounting Implementation in
Realizing Good Goverment Governance in Regional Financial Mangement
Bodies at Enrekang District. Thesis Accounting Study Program Faculty of
Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by
Supervisor | Ansyarif Khalid and Advisor Il Ismail Rasulong.

This study aims to find out how far Accrual Based Public Sector
Accounting Implementation in Realizing Good Goverment Governance in
Regional Financial Mangement Bodies at Enrekang District period of 2015 and
2016. Data collection techniques used are observation. Data analysis technique
is descriptive qualitatif.

The result of this study indicate that Enrekang district financial
management bodies are in accordance with accrual-based government
accounting standards because thay have met the principles of good governance.

Keywords : Good Goverment Governance,Government accounting standards.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat dari reformasi adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan
beradap dari segala bentuk insklusifme yang di lakukan oleh rezim penguasa
akibatnya reformasi tersebut seakan terbungkam oleh sistem yang di jalankan
oleh pemerintah karena tidak adanya transparansi. Sehingga politik, sosial
dan kemasyarakatan serta ekonomi yang di bawah oleh arus reformasi telah
menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang
terbaik.

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas hingga
mampu mewujudkan Civil Soceity dan Clean Coverment begitu sering di
tujukan kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berawal dari
sinilah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang sangat urgen
subtansinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan, khususnya sistem
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah. Kedua Undang-
Undang itu adalah Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, dan undang-undang No0.33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah; Kedua Undang-undang tersebut menjadi
sangat penting karena membawa dampak yang sangat mendasar pada
kehidupan tata pemerintah dan tata keuangan pemerintah pusat dan daerah,
yang pada akhirnya nanti pasti akan membawa perubahan yang mendasar
pula pada peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Dengan

hembusan reformasi masih berlangsung tuntutan pemberian otonomi yang



lebih luas kepada pemerintah daerah semakin kuat. Tuntutan itu menyangkut
pula tuntutan akan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang
lebih rasional, proposional dan nyata, tidak lagi sebagai jargon politik.
Demikian pula, atas pemerintahan yang lebih bersih (clean Government)
dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur, terbuka, transparant dan
bertanggung jawab) atau akuntabel terhadap masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah selama ini telah di upayakan sepenuhnya
mengacu kepada kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Penerapan
Kepmendagri Nomor 29 ini tentunya harus di akui telah memberi spirit yang
cukup besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari waktu
ke waktu. Hal ini di susul kemudian dengan lahirnya undang-undang Nomor
17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang tentunya dapat di maknai
sebagai upaya untuk lebih mempertegas pentingnya pengelolaan keuangan
berbasis kinerja yang sekaligus menjadi alat bantu pemerintah daerah dalam
menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang transparant dan
akuntabilitas.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah
sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang
mengatur pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta
pemerataan daerah secara profesional, demokrasi, adil dan transparant.
Dengan memprediksi kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan
kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggara
kewenangan tersebut, serta pengelolaan pengawasan keuangan.

Secara khusus pergeseran dalam akuntansi sektor publik (pengelolaan

keuangan daerah) ada enam yang terjadi, yakni dalam akuntabilitas (dari



akuntabilitasi vertikal menjadi akuntabilitasi horizontal), penyusunan anggaran
(dari proses tradisional menjadi proses penyusunan anggaran Kkinerja),
pengendalian dan audit (dari pengendalian dan audit keuangan menjadi
pengendalian audit keuangan serta kinerja), penggunaan dana APBD (dari
tidak adanya konsep efisiensi, efektifitas, dan ekuitas menjadi di terapkannya
konsep tersebut), penerpan pertanggung jawabn (dari tidak adanya pusat
pertanggung jawaban menjadi adanya pusat pertanggung jawaban) dan
sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (dari pembukuan menjadi
akuntansi).

Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan memiliki pertanggung
jawaban kepada instansi maupun pihak yang berkaitan dalam persoalan
keuangan-keuangan daerah untuk bertugas melakukan pengawasan internal
dan eksternal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal
pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atau urusan
kas/uang, memperhatikan pula tata pelaksanaan penyelenggara program.
Kegiatan manajemen program oleh pemerintah daerah segi efisiensi dan
efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan
daerah. Sebagaimana dalam perhitungan laporan realisasi keuangan untuk
mengetahui rasio dan efektifitas daerah dalam merealisasikan program
daerah.

Pengawasan tersebut dapat di lakukan oleh pihak yang berkompeten
demi pelaporan realisasi anggaran secara transparant dan akurat. Sistem
akuntansi keuangan sektor publik di kabupaten enrekang selayaknya hadir
sebagai sebuah sistem yang mengatur persoalan keuangan daerah yang

berbasis good government governance dengan tujuan menaikkan laba serta



dapat mencapai target yang telah di tetapkan namun tetap bermanfaat bagi
pemerintah dan lingkungan sosialnya. serta di harapkan untuk dapat
meminimalisir  terjadinya  kebocoran keuangan ataukah terjadinya
penyimpangan dalam persoalan anggaran.

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom tentunya memiliki perangkat-
perangkat tersendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Hanya saja
tentunya harus berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang
ada. Penelitian ini di lakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
Adapun alasan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
dalam penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan
daerah sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang
ada. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Dalam
Mewujudkan Good Government Governance pada Badan Pengelolaan
Keungan Daerah Kabupaten Enrekang”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang
menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah
Implementasi Akuntansi Sektor Publik yang Berbasis Akrual dalam
Mewujudkan Good Government Governance pada Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang ?”



C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui
“Sejauh Mana Implementasi Akuntansi Sektor Publik yang Berbasis Akrual
dalam Mewujudkan Good Governmen Governance pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini ada banyak manfaat yang dapat diambil baik bagi
penulis, perusahaan maupun pihak lain diantaranya adalah:
1. Manfaat teoritis
Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang Implementasi
Akuntansi Sektor Publik yang Berbasis Akrual dalam Mewujudkan Good
Governmen Governance pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Enrekang.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi
pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Berbasis Akrual dalam Mewujudkan Good Governmen
Governance pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Enrekang.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2010:6) mendefenisikan bahwa Akuntansi Sektor
Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang di terapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tertinggi negara dan
departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan
swasta.

Menurut Muindro (2010) Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor Publik
adalah sistem akuntansi yang di pakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai
salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya
bagi publik serta dampak negatif atas aktifitas yang di lakukan. Berbagai
tuntunan tersebut menyebabkan akuntansi dapat di terima sebagai ilmu yang
di butuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik
sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih di butuhkan.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan
pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja
pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan
universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan,
organisasi publik dan sebagainya.

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah harus mengikuti standar



akuntansi pemerintah (SAP) seperti di maksud dalam undang-undang nomor
17 tahun 2003 pasal 32, dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2005. Di
sisi lain unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan
BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang di keluarkan oleh
IAl (ikatan akuntansi indonesia). Sementara itu, operasi publik non
pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.

Menurut Bachtiar Arif, muchlis, Iskandar dalam akuntansi sektor publik,
tujuan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis pada umumnya dalah
sama yaitu:

1. Akuntabilitas
Di dalam pemerintahan, keuangan negara yang di kelola harus dapat
di pertanggung jawabkan sesuai amanat konstitusi pelaksanaan.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan
perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain,
untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian
atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis.
3. Pengawasan
Pemeriksaan keuangan di indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan
secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau
manajerial.
B. Karakteristik dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu yang

harus memiliki manfaat bagi publik. dalam beberapa hal akuntansi sektor



publik berbeda dengan sektor swasta karena adanya perbedaan lingkungan
yang mempengaruhi. sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama
adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik
adalah organisasi non laba. Tujuannya hanyalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat
komplek. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meloputi
faktor ekonomu, politik, kultur, dan demongrafi.

Tujuan sektor publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan
mensejahtrakan masyarakat. Misalnya pelayanan dalam bidang pendidikan,
keamanan, kesehatan masyarakat, penegak hukum, transportasi publik,
penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu,
sektor komersial bertujuan mencari laba untuk meningkatkan kesejahtraan
pemegang saham.

Tabel 2.1: Perbedaan Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta

Tujuan Organisasi Nonprofit Profit Mitive

Pajak, retribusi, utang, obligasi
Pembiayaan internal: modal

Sumber Pendanaan pemerintah, laba BUMN/BUMD,
sendiri
penjualan asset
Pertanggungjawaban kepada Pertanggungjawaban kepda
Pertanggungjawaban
masyarakat (public) dan DPR pemegang saham dan kreditor

Fleksibel: datar, pyramid,

Struktur Organisasi Birokrasi, kaku, dan hierarkis

fungsional
Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Acconting

Sumber: mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yongyakarta: Andi



Persamaan sektor publik dan sektor swasta (Muindro 2010)

1. Kedua vektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu
negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan
organisasi.

2. Keduanya menghadapi masalah yang sama vyaitu kelangkaan sumber
daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi
secara ekonomi, efisiensi, dan efekiif.

3. Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada
dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang
handal dan relevan.

4. Kedua sektor dari ikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum
lain yang disyaratkan.

Menurut ring dan Perry ada 6 poin utama perbedaan sektor publik dan
sektor swasta:

1. Sektor publik memiliki kerentanan terhadap konflik tujuan dan sasaran
dalam mengimplementasikan kebijakan lebih tinggi daripada sektor swasta.

2. Sektor publik lebih terbuka terhadap lingkungan luarnya daripada sektor
swasta.

3. Sektor publik melayani stakeholder yang lebih beragam/berbeda-beda
sehingga lebih sulit untuk suatu isu dan strategi yang digunakan untuk
mencapainya daripada sektor swasta.

4. Sektor publik lebih memiliki keterbatasan waktu, yang dibatasi oleh periode
suksesi pimpinan eksekutif, dan perubahan komposisi lembaga pembuat

kebijakan.
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5. Sektor publik dibayangi oleh kualisi yang rentan antara kelompok politik
sehingga penetapan isu strategis nya lebih cenderung berkaitan dengan
usaha mengembangkan polisi tersebut.

6. Sektor publik lebih rentan terhadap intervensi atau pengaruh dari berbagai
kelompok kepentingan dalam mengambil suatu kebijakan, sehingga
seringkali menganggap rasionalitas dan efektivitas suatu kebijakan yang
diambil.

. Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Definisi sistem akuntansi pemerintahan yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah rangkaian sistem dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi saja analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
Lingkungan organisasi pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dari proses atau prosedur baik itu
dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi.
prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan penggolongan dan
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan
dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan
dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 Jelaskan bahwa
sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan
peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem
akuntansi pemerintahan sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada
pemerintah daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang

mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan.
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Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD
menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut
secara periode yang meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas laporan keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola
keuangan daerah (PPKD) sedangkan sistem akuntansi satuan Kkerja
Perangkat dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Apabila digambarkan,
sistem akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Sistem Akuntansi Keungan

INPUT PROSES OUTPUT
BUKTI L JURNAL BUKU LAPORAN
PEMBANTU KEUANGAN
BUKU BESAR

Sumber: Adela Ch(2010:62)

Sistem akuntansi keuangan sektor publik di atas dapat dijelaskan secara
rinci melalui siklus akuntansi yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah
tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Tahap-tahap yang ada dalam
siklus akuntansi tersebut adalah (Sugiri 2001; 13)

1. mendokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis
transaksi keuangan tersebut

2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal
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3. Meringkas dalam buku besar tahap ini disebut memposting

4. menentukan saldo saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya
dalam neraca saldo

5. Menyesuaikan buku besar Berdasarkan informasi yang paling up-to-date

6. menentukan saldo saldo buku besar setelah penyesuaian dan
menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian (NSSP)

7. Menyusun laporan keuangan

8. Menutup buku besar

9. menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca
saldo setelah Tutup buku.

. Prinsip Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan
yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan
pemerintah daerah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggara akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan
LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi
pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
Selain itu juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi
pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 71 tahun 2010. pemerintah menerapkan sap berbasis
akrual yaitu yang mengakui pendapatan, dan Aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan financia | berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
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ditetapkan APBN/APBD. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam
bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi
pemerintahan. PSAP dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum
dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses
buku penyusunan (due processing). Proses buku penyusunan SAP tersebut
merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap
terdapat dalam lampiran 3 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. yang
membedakan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan
keuangan pemerintah adalah terletak pada jenis bidang usaha vyaitu
pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan.

Standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan
sumber daya dalam mencapai tujuan
2. Manajemen
Manajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan
pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparasi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur menyeluruh
kepada stakeholder
4. Keseimbangan antar generasi
Memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah
untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasinya ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.
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Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran
dan Basis Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana
dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat cas diterima oleh kas
daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat cas
dikeluarkan dari khas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan
istlah laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih Realisasi Pendapatan dan pembiayaan
penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
terjadi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah
daerah, bukan pada saat cas diterima atau dibayar oleh khas daerah.

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut
pada saat perolehan. kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas
yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa

yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
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Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain
karena lebih objektif dan dapat diperifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai
historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah di
otorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan
digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut..

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui
anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu
biaya pendapatan dalam akuntansi pemerintahan tidak mendapat
penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi mengungguli bentuk formal (substance Qver Form)

Informasikan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan
keuangan.

5. Periodisitas (periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditemukan. Periode
utama yang digunakan adalah tahunan. namun, periode bulanan, triwulan

dan semesteran juga dianjurkan.
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6. Konsistensi (consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
internal). hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu
metode akuntansi ke metode akuntansi lain. metode akuntansi yang
dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.
pengaruh atas perubahan Penerapan metode ini diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada
lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan
keuangan.

8. Penyajian wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas
laporan keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan
bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian
peristiva dan keadaan tertentu. ketidakpastian seperti itu diakui dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat

melakukan Prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
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pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan
terlalu rendah.
E. Standar Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual

Definisi dasar kas yang telah dimodifikasi (modified cash basis) campuran
antara solvent adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual.
Dalam standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan PP Nomor 24
tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah menggunakan basis
modifikasi kas menuju akrual (cash toward accrual). Kieso dkk (2008). Dalam
kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis
akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan
belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. basis kas untuk
laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat cas
diterima di rekening kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan
dan belanja diakui pada saat cas dikeluarkan dari rekening kas Umum
Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti
bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadi
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun
laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini, Basis akuntansi yang
digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (cash toward
accrual), di mana pengguna basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja,

transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan asset,
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kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam
SAP (PP No.24 tahun 2005) adalah:
1. Laporan realisasi anggaran
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah  pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
pemerintah  pusat/daerah dalam satu periode pelaporan LRA
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam
satu periode pelaporan. LAR menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut; 1)pendapatan, 2) Belanja, 3)Tarnsfer, 4)surflus/defisit, 5)
pembiayaan, 6) sisa lebih/kurang pembiayaan
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca
mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut; 1) kas dan setara
kas, 2) investasi jangka pendek, 3) utang pajak dan bukan pajak, 4)
persediaan, 5) investasi jangka panjang, 6) Aset tetap, 7) kewajiban jangka
pendek, 8) kewajiban jangka panjang, 9) ekuitas dana.
3. Laporan arus kas
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
4. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan
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susunan sebagai berikut:

a.

Informasi tentang kebijakan fiskal’lkeuangan, ekonomi makro,

pencapaian target undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi

transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.

. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar

akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar buka

laporan keuangan.

. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan Rekonsiliasi nya dengan penerapan basis kas.

Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang

tidak disajikan dalam lembar buka laporan keuangan.

g. Daftar dan skedul.

Tabel 2.2 : Perbedaan Komponen Laporan PP 24/2015 dengan PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005

PP 71/2010

Komponen Laporan Keungan Pokok:
a. Neraca

b. Laporan Realisasi Anggaran

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan Atas Laporan Keungan

Komponen Laporan Keungan Pokok:
a. Laporan Anggaran
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Yang bersifat optimal:
1. Laporan Kinerja Keungan (LKK)
2. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)

b. Laporan Finansial
1. Nerca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan perubahan Ekuitas (LPE)

c. Catatan atas Lapora Keungan

Sumber: PP No. 71 tahun 2010
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Laporan keungan pemerintah yang berbeda dengan PP 24/2005
a. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam
penyajiannya pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
Diterima pada rekening kas Umum Negara daerah. sedangkan belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening
kas Umum Negara daerah. sisa lebih kurang India Anang garam pada akhir
periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih
(SAL).

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SIKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun belanja
serta penyesuaian lain yang diperkenalkan. Laporan perubahan saldo
anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 1) saldo anggaran
lebih awal, 2) penggunaan saldo anggaran lebih, 3) kita lebih/kurang
pembiayaan tahun berjalan,4) koreksi kesalahan pembukuan tahun
sebelumnya, saldo anggaran lebih akhir.

c. Laporan operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos
sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
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sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada
saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk
sumber daya ekonomi.
2. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui
pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.
3. Surplus/defisit
Surplus/defisit dari operasi surplus dari kegiatan operasional adalah
selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode. selisih lebih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam
surplus/defisit dan kegiatan operasional.
4. Kegiatan non operasional
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih kurang/antara
surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus defisit dari kegiatan
non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
5. Surplus/devisit sebelum pos luar biasa
6. Pos Luar Biasa
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan

operasional dan disajikan sesuai surplus devisit sebelum pos luar biasa.



22

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut: kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal
tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadian diluar

kendali entitas pemerintah.

d. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1.

2.

3.

4.

Ekuitas awal

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya; koreksi
kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode
sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Ekuitas akhir

. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 71 tahun 2010).

Menurut governmental accounting standard Boardr (GASB, 1998) tujuan

penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1.

Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi

akuntabel secara publik.

. Untuk Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang

mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau

sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka
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menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk
tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan
para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Dalam perkembangan terbitnya UU No 17 tahun 2003, pada pasal 31

dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah

setidak-tidaknya meliputi:

a.

b.

Laporan realisasi APBD

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan, yang dilampirkan dengan laporan

keuangan perusahaan daerah.

1. Laporan realisasi anggaran

Menurut persyaratan standar akuntansi pemerintahan peraturan

(pemerintahan No 71 tahun 2010) tujuan dari laporan realisasi anggaran

terdiri atas dua bagian yaitu:

a.

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar
penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersandi. Penyandingan
antara anggaran dan Realisasi hya menunjukkan tingkat ketercapaian
target-target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transper, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu preode (PP No. 71 Tahun
2010).

Dalam menyusun laporan realisasi anggaran minimal pos Yang dilaporkan
adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

2. belanja

3. transfer

4. surplus/defisit

5. penerimaan pembiayaan

6. pengeluaran pembiayaan

7. pembiayaan Neto

8. selisih lebih kurang pembiayaan anggaran SILPA/SIKPA

Informasi-informasi yang disediakan oleh laporan realisasi anggaran
adalah mengenai informasi Realisasi Pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dari suatu entitas laporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi
kepada para pengguna laporan tentang indikasi Apakah sumber daya
ekonomi yang diperoleh dan digunakan (PP No 71 tahun 2010).

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD) dan

3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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2. Neraca sebagai laporan keuangan daerah

Penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab
pemerintahan umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,
tanggapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparasi
fiskal dan akuntabilitas. Disamping itu, seiring dengan tuntutan yang di
kehendaki dalam PP No 11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan
daerah, neraca pembukuan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi
sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. sebab, bila sistem
informasi keuangan daerah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan
secara lengkap pada akhir tahun, maka perlu terlebih dahulu disusun neraca
pembukuan (Opening Balance). Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh
pemerintah daerah, maka bukan tidak mungkin reformasi dalam keuangan
daerah menjadi terkesan lamban dan mandul

Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No 1 alinea
43, (PP No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencamtumkan
sekurang kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, utang pajak dan buku pajak, persediaan, investasi jangka panjang
aset tetap, ke wajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas
dana.

Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca adalah
(Diamond 2002 dalam Mulyana 2006):
a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para

pejabat Pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya
pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang

mereka kelola.
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b. Meningkatkan transparasi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya
mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas
informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparasi fiskal dan
akuntabilitas.

c. Tim fasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua
sumber daya dan kewajiban.

d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan.

Sebaliknya, dengan tidak adanya Informasi seperti ini Yang dilaporkan
dalam neraca akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaruh dari transaksi keuangan pada pemerintah daerah dalam suatu
periode tidak tercermin secara penuh, misalnya tidak ada pelaporan
mengenai piutang pajak, saldo aktiva persediaan, aktiva dalam konstruksi,
kewajiban saat ini menyerahkan (membayar) sejumlah uang atau barang di
masa yang akan datang.

b. Akuntabilitas terbatas pada penerimaan dan penggunaan kas dan
mengembalikan transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan aset dan
utang.

c. Tidak memfasilitasi penilaian posisi keuangan karena tidak menunjukkan
semua sumber daya dan kewajiban.

d. Informasi yang dibutuhkan tidak memadai untuk pengambilan keputusan
yang lebih baik.

3. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang Menyajikan

laporan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu
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yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan
transistor memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan
untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut dari posisi kas dan setara kas
pemerintahan. Informasi tersebut dapat juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi pendanaan,dan
transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat dipengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan
pokok utang dan bunga utang. pembayaran pokok hutan akan diklasifikasikan
ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada
umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang
diKapitulasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Tujuan laporan arus kas adalah

1. Mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan,
investasi, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

2. Memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban
dan pengambilan keputusan.

. Standar Akuntansi Basis Akrual (Accrual Basis of Accounting )

Menurut kieso dkk 2008 basis akuntansi akrual (accrual basis of

accounting) gimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui

pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau
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pembayaran kas. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis
akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset
diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada
saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana
pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena
seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus
ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi
berbasis akrual ditunjukkan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk
memberikan data yang lebih akurat.

Tujuan Penggunaan Accrual Basis

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaan, akuntansi dan
pelaporan )

2. Mengendalikan penyajian fiscal, manajemen asset

3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa
oleh pemerintah.

4. Informasi yang lebih lengkapbagi pemerintah untuk pengambilan
keputusan.

5. Mereformasi sistem anggaran belanja

6. Transfaransi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan
pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada
dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan
pemerintah dengan lebih transparan. tujuan penerapan basis akrual lainnya

adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
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Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada
manajernya bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan
hanya nilai cos yang dibayarkan. Ringkasan, ketika para manajer diberikan
fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, mereka
berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. hanya
dengan basis akrual biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini
akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Manfaat Accrual Basis :

1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

2. Informaasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah.

3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam
penyajian informasinya.

4. Standar yang dapat diterima umum.

5. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS ) yang dipraktekan secara
internasional.

Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitas dan
memenuhi kebutuhan dananya.

1. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan
pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas aktivitasnya dan untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmennya.

2. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi
keuangan.

3. Memberi kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan

pengelola sumber daya yang dikelola, dan
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4. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal Efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, alasan alasan pengguna basis akrual diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk
pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan
piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.

2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk
menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.

3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang
dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Defenisi Good Governance

Good Governance adalah tata laksana pemerintahan yang baik. Secara
sederhana definisi dan pengertian good governance adalah seperangkat
proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk
menentukan keputusan. Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 pengertian
good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan
menetapkan prinsip-prinsip  profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Good Governance sendiri bisa diartikan sebagai suatu peyelegaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran kesalahan

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
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secara administratif untuk menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
. Prinsip Good Governance
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas
prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan
tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa
dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good
governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good
governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawabh ini:
1. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga
perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut  dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara
konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
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4. Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan
yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal
apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin,
konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan
hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan
sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya
tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh
ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,

serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan
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perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki
pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang
menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.
Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia
adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa
pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai
menerapkan good governance.

. Unsur-Unsur Good Governance
Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat member gambaran
administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu :
1. Akuntabilitas
Adanya kewajiban bagai aparatur pemerintah untuk bertindak selaku
penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan
kebijakan yang ditetapkannya;
2. Transparansi
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap
rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah;
3. Keterbukaan
Menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya
tidak transparan

4. Aturan Hukum
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Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan

publik yang ditempuh.

K. Penelitian Terdahulu

No | Nama Tahun | Judul Metode Hasil Penelitian
1 | Fifit 2016 | Pengaruh Penelitian | Hasil penelitian
purnama Pengawasan Kausal menjelaskan bahwa
dan Keuangan pengawasan
Nadirsyah Daerah, keuangan daerah,
Akuntabilitas akuntabilitas, dan
dan transparansi
Transparansi pengelolaan
Pengelolaan keuangan daerah
Keuangan secara bersama-
Daerah sama berpengaruh
Terhadap terhadap kinerja
Kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah
Daerah Pada
Kabupaten
Aceh Barat
Daya
2 | Riris 2013 | Analisis Metode Pemerintah daerah
Setiawati Kesiapan Analisis kabupaten jember di
Kusuma Pemerintah data lihat dari parameter
Dalam mengguna | integritas adalah
Menerapkan kan kategori siap dan
Standar analisis untuk kesiapan SDM
Akuntansi Deskriptif | kesiapan sistem
Pemerintah informasi dan
Berbasis sarana  prasarana
Akrual (Kasus adalah kategori
Pada cukup siap kendala
Pemerintah dalam implementasi
Kabupaten PP no.71 tahun
Jember) 2010 tentang SAP
antara lain, sampai
saat ini
penyususnan LKPD
masih di lakukan
secara manual
belum ada
perangkat lunak
khusus, jumlah SDM
pelaksana  secara
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kuantitas masih
belum cukup
kurangnya  bimtek
atau pelatihan,
kurangnya

sosialisasi sarana
dan prasarana
sudah ada namun
masih belum

mencukupi model
strategis akselerasi
implementasi PP
No.71 tahun 2010
tentang SAP

Noverman

Duadiji

2012

Good

Dovernance

Dalam

Pemerintah

Daerah

Metode
analisis

Deskriptif

Dengan keterbukaan

pemerintah atas
berbagai aspek
pelayanan publik,
maka akan
membuat

pemerintah menjadi
bertanggung jawab
kepada semua
stakeholder yang
berkepentingan
dengan proses
maupun
pelaksanaan
program (kebijakan

sektor publik)
sementara  prinsip
terakhir adalah
pasrtisipasi
partisipasi
menekankan bahwa
setiap orang
memiliki hak untuk
terlibat dalam
pengambilan
keputusan di setiap
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintah.

Keterlibatan secara
aktif akan menjadi
media interaksi dan
kerja sama vyang
baik sharing
informasi dan
pengalaman antara
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pemerintah dengan
semua  komponen
stakeholdernya
dalam pengambilan
keputusan.

4 | Hendrik 2015 | Implementasi Metode
Manossoh sistem analisi
Akuntansi Deskriptif
Pemerintahan
Dalam
mewujudkan
Good
Government
Governance
pada
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi Utara

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

L. Kerangka Konsep

Pemerintah kabupaten enrekang merupakan salah satu daerah otonom di
republik indonesia, yang mempunyai kewenangan mengatur sumber daya
sendiri dalam menjalankan aktivitas pemerintah sebagai suatu organisasi
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan.
Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya bukan akuntansi keuangan sektor
publik yang menjadi faktor satu-satunya akan tetapi ada faktor lain yang juga
ikut di dalamnya.

Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan
pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas
untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Secara sederhana definisi dan pengertian good governance adalah
seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun

negeri untuk menentukan keputusan. Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000
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pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan
dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan
dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dari landasan teori tersebut, maka di buatlah kerangka konsep sebagai

berikut :

BPKD

SAP

4

Akrual

GGG

Gambar 2.2 Kerangka Konsep



BAB llI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu Dengan tujuan
menjelaskan penomena yang ada dengan menggunakan angka angka untuk
mencadarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin dan damiyanti:
2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan
dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu
sebagaimana adanya. Menurut Punaji (2010) Penelitian Deskriptif adalah
penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu
peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait
dengan variabel-variabel yang bisa di jelaskan baik menggunakan angka-
angka maupun kata-kata.
B. Lokasi dan waktu penelitian
Adapun instansi yang akan dijadikan objek penelitian adalah Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. waktu penelitian dilaksanakan
selama kurang lebih dua bulan yaitu pada bulan Mei-Juli 2018.
C. Depenisi Operasional Variabel
1. Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik dalam artian luas, free sektor publik di
artikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti
sempit, sektor publik di intrepretasikan sebagai pungutan oleh negara
(Bastian 2010).

2. Good Government Governance (GGG)
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Good Government adalah suatu penyelenggaraan manejemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dengan pasar yang efisensi, penghindaran salah alokasi
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

D. Jenis dan sumber data
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa
informasi lisan maupun tulisan seperti gambaran umum instansi, struktur
organisasi, dan perkembangan pengelolaan keuangan di tempat penelitian.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang
diperoleh berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah maupun arsip
yang tersimpan di Kantor Badan Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten
Enrekang.
E. Metode pengumpulan data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, di
antaranya:
1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara
merangkum beberapa literatur/kepustakaan yang berfokus pada topik
penelitian.

2. Dokumentasi,
Dalam melaksanakan metode ini. Peneliti meneliti benda benda
tertulis seperti buku—buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian

dan sebagainya. Dalam metode dokumen ini penulis memanfaatkan data
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yang tersedia dalam bentuk dokumen sebagai sumber informasi.
F. Metode Analisis
Adapun metode analisis yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan
maksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi
akuntansi sektor publik berbasis akrual dalam mewujudkan Good Government
Governance pada pemerintaha daerah kabupaten Enrekang. Tahapan
analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data

terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban pada laporan keuangan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITAN

A. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Kabupaten Enrekang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Enrekang
yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Cikal bakal
keberadaan dari BPKD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2004
adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan
berlaku peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur
organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan
tugas baru yaitu Badan Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah
bagian perlengkapan pada sekretariat daerah sehingga dibentuk organisasi
perangkat daerah yang baru dan berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD
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sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Enrekang.

Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan peraturan
pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku
peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan
kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang
termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecah dan dimekarkan menjadi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bidang penerimaan
DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan bidang Asset
dikembalikan menjadi Bagian Asset pada sekretariat daerah sebagaimana
ditetapkan dengan peraturan daerah kebupaten Enrekang Nomor 11 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

. Visi dan Misi BPKD Kabupaten Enrekang
1. Visi:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien,
Ekonomis, Transparansi dan Akuntabilitas untuk gerakan membangun
Enrekang maju dan sejahtera.

2. Misi:
a. Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai

Ketentuan yang Berlaku.

b. Menignkatkan kualitas sumberdaya aparatur agar penatausahaan

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara Efektif, Efisien

dan Akuntabilitas.
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Berdasarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja BPKD Kabupaten

Enrekang, maka Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang sebagai

Gambar 4.1
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D. Job Descroption
Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Badan pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala
badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu
bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah
lingkup anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.
b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi;

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;

2) Penyususunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah
daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah;

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pengelolaan keuangan;

4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi  keuangan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah;

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan
daerah; dan

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Memberikan petunjuk kepada sekretaris dan kepala bidang baik
secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan kepala bidang lingkup badan
pengelolaan keuangan daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang
berlaku.

Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep
naskah dinas, surat tugas, surat perintah, perjalanan dinas, surat
undangan, nota dinas, lebar disposisi dan daftar hadir serta surat-
surat lainnya.

Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Daerah serta unsur
terkait.

Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan
intansi yang lebih tinggi.

Menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJM, Visi dan
Misi serta program Bupati dibidang pengolahan keuangan daerah.
Menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan
berbasis kinerja dan berdasarkan Rencana Strategis serta masukan
dari secretariat dan Bidang-Bidang lingkup Badan.
Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD.

Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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10) Melaksanakan fungsi Kepala Satuan Kerja Pengolahan Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengolahan Keuangan Daerah
(PPKD).

11) Melaksanakan fungsi Kepala Satuan Kerja Pengolahan Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).

12) Melaksanakan fungsi Pengguna Anggaran dn Pembantu Pengelola
Barang Milik Daerah.

13) Menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

14) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

15) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

16) Melakukan evaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan
kegiatan pengelolaan keuangan daerabh.

17) Melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah.

18) Menilai dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
ada pada Badan pengelola Keuangan Daerah.

2. Sekretariat
a. Sekretarisat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah
dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas menyiapakan bahan dalam rangka
penyelenggaraan dan koordinasi melaksanakan sub bagian umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan
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Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Sekretaris mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah
tangga;

2) Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum;

3) Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan
program kegiatan sub bagian;

4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

. Sekretaris Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

1) Menyusun dan menetapakan Rencana Strategis Sektretariat;

2) Penyusun dan mentapkan Rencana Aanggaran Satuan Kerja
Sekretariat;

3) Mengkoordinasukan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran
Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Badan serta para Kepala
Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;

4) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di Lingkup
secretariat;

5) Mendistribusikan Tugas Kepada Sub Bagian Linkup Sekretariat;

6) Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan
pegawai di lingkup Sekretariat;

7) Mengkompilasi Kepala Badan dalam pembinaan dan
pengembangan pegawai di lingkup sekretariat;

8) Membantu Kepala Badan mengkomplikasi, mengakselerasi dan

merumuskan Penetapan Kinerja dari Bidang-bidang Penetapan
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Kinerja Badan;

9) Menghimpun dan mengelola Administrasi Data dan Informasi
badan;

10) Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kehumasan di lingkup
Badan Pengelola Keuangan Daerah;

11) Menetapkan pengalokasian perlengkapan badan;

12) Menata tata naskah dan ketatalaksanaan Badan;

13) Menyiapkan badan koordinasi dalam melaksanakan tugas Badan
dan memberikan pelayanan administransif dan fungsioanal kepada
unsur di lingkungan Badan serta menyiapkan rencana anggaran
biaya operasional Badan;

14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;

15) Mengadakan pebinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap
Sub Bagian Lingkup Sekretariat;

16) Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dana
pengendalian program kerja Badan;

17) Menghimpun, mengelola, menggandakan dan menyimpan dokumen
perencanaan dan laporan Badan secara rapi;

18) Menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
dan penatausahaankepegawaian Badan;

19) Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga Badan;

20) Menyiapkan urusan anggaran Badan setiap tahunnya kepada

intansi terkait;
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21) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
kepala kepala Badan;

22) Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

23) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
secretariat;

24) Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana
Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;

25) Membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan secara berkala
dan Laporan Akuntabilitas Intansi Pemerintah (LAKIP) Badan;

26) Menyelenggarakan perumusan Laporan Sekretariat seara berkala
terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian;

27) Melakukan penilain hasil prestasi kerja dalam SKP;

28) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
denga tugas pokok dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan
a. Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian

data, pembinaan evaluasi program/kegiatan badan pengelolaan

keuangan daerah.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1) Melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;

2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
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Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub

bagian.

. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Menyiapkan rancangan rencana strategis Sub  Bagian
Perencanaan;

Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja Sub Bagian
Perencenaan;

Mengkoordinasikan rancangan rencana strategis dan rancangan
rencana anggaran satuan kerja dub bagian serta dokumen
penetapan kinerja bagian dengan sekretaris dinas, kepala Sub
Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja dilingkup sub
bagiannya;

Membantu sekretaris badan dalam pembinaan dan pengembangan
pegawai dilingkup sub bagiannya;

Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran satuan
kerja sub bagian;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan
Visi, Misi Renstra dan Renja Badan;

Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasikan renstra

dan renja dari masing-masing bidang;



51

9) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan
badan;

10) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertical dan
perangkat daerah lainnya dengan badan;

11) Menghimpun, mengklarivikasi dan menyusun data statistic
perencanaan badan pengelola keuangan daerah;

12) Membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan
penerapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) badan pengelolaan keuangan daerah;

13) Mengeveluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana
anggaran satuan kerja sub bagian secara berkala;

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugasnya; dan

15) Membantu sekretaris badan dalam menyusun laporan secara
berkala terhadap pelaksanaaan kegiatan sub bagian perencanaan.

4. Sub Bagian Keuangan
a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seoran kepala sub bagian,
mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi
keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
badan.
b. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

2) Pelaksanaa program dan kegiatan sub bagian;
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Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
Pelaksanaan evaluasi program dalam kegiatan dalam lingkup sub

bagian.

. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub
bagian keuangan;

Menyiapkan dan merumuskan rencana kerja anggaran sub bagian
keuangan;

Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan anggaran sub
bagian keuangan dengan sekretarus badan, kepala sub bagian
perencanaan dan kepala sub bagian umumdan kepegawaian;
Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja dilingkup sub bagian;
Membantu sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan keuangan
badan;

Membantu sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan
pegawai dilingkup sub bagian pengembangan pegawai dilingkup
sub bagian keuangan;

Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan
dokumen keuangan bagian badan;

Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran sub bagian
keuangan;

Menghimpun dan memverifikasi terhadap dokumen

pertanggungjawaban keuangan badan;

10) Melaksanakan telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan
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bidang tugasnya;

11) Membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan
penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), badan pengelola keuangan daerabh;

12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainya uang diberikan oleh
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

13) Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana
anggaran satuan kerja sub bagian secara berkala; dan

14) Membantu laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
sub bagian.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Sub bagian umum dan kepegewaian dipimpin oleh seorang kepala sub
bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris
dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam
menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan
serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan
terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan

4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub.

c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
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bagian umum dan kepegawaian;

Menyiapkan dan merumuskan rencan kerja anggaran sub bagian
umum dan kepegawaian;

Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan kerja anggaran
sub bagian dengan sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan
dan kepala sub bagian keuangan;

Mengkoordinasikan rugas-tugas kerja lingkungan sub bagaian;
Menyiapkan bahan koordiansi dalam melaksanakan rugas badan
dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada
unsur badan lingkup badan;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris badan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengelola keuangan
daerah;

Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap sub bagaian;
Menghimpun, mengelolan, menggandakan, dan menyimpan
dokumen secara rapi;

Membantu kepala badan dalam mengelola urusan-urusan
administrasi barang inventarisasi dan kepegawiaian badan;
Menghimpun dan mengkomplikasi dokumen kepegawaian surat
menyurat dan inventaris barang dari bidang dan unit pelaksanaan
teknis bidang;

Menghimpun, memverifikasi dan memelihara dokumen dan
informasi kepegawaian, surat menyurat dan barang inventaris serta
perpustakaan badan;

Mengelola administrasi kepegawaian dan barang inventaris serta
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perpustakaan badan;

13) Membantu kepala badan dalam pembinaan dan pengembangan
pegawaia di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;

14) Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat, dokumen
barang inventaris dan kepegawaian;

15) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan
inventaris barang;

16) Melaksanakan pengurusan adminstrasi perjalanan dinas;

17) Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya;

18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

19) Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategs dan rencana anggaran
satuan kerja sub secara berkala; dan

20) Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
sub bagian.

6. Bidang Anggaran
a. Bidang anggaran dipimpin oleh seseorang kepala bidang, mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas BPKD lingkup penyusunan

anggaran dan petunjuk teknis dalam penyelenggraan penyusunan

APBD, perubahan APBD, nota pengantar APBD, nota pengantar

perubahan APBD dan Otorisasi anggaran.

b. Kepala bidang anggaran mempunyai fungsi :
1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah

daerah dibidang anggaran;
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3)

4)

5)
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Pengaturan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang
aggaran;
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
anggara;
Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
aggaran;

Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

. Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai beriku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Penyusunan rencan, program, dan kegiatan bidang anggaran;
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi
anggaran, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dan
pembiayaan;

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan ulang APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dengan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

Pengkoordinasian rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD dan
SKPKD;

Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan
perubahan APBD atas usulan SKPD;

Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan asistensi rancangan
APBD dan perubahan APBD, dan ranpergub penjabaran APBD dan
perubahan APBD;

Penyiapan bahan anggaran kas pemerintah daerah;

Menyiapkan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD;

Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD;
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10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran;
11) Menyiapkan bahan pembianaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanan tugas; dan
12) Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bidang Penyusunan APBD
a. Sub bidang penyusunan APBD dipimpin oleh seoarang kepala sub
bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang
perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan
pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi
daerah;
b. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai fungsi:
1) Perumusan rencana kebijakan  penyelenggaraan  urusan
penyusunan APBD;
2) Pengaturan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
4) Pengawasan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
c. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang penyusunan
APBD;
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan RKA
SKPD dan RKA SKPKD;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
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5)

6)

7

8)

9)

10)
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penyusunan RAPBD dan perubahan APBD;

Pengkoordinasian RKA SKPD dan RKA SKPKD;

Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan perda
APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran
APBD dan perubahan APBD;

Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang
berhubungan dengan penyusunan rancangan perda APBD dan
perubahan APBD dan rancangan perbup penjabatan APBD dan
perubahan APBD;

Penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi dan asistensi rancangan
perda APBD dan perubahan APBD;

Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
penyusunan APBD,;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Otorisasi Anggaran

a. Sub bidang otorisasi anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala

bidang anggaran. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran.

b. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai fungsi:

1)

Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan otorisasi

anggaran;
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3)
4)

5)
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Pengaturan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
Pelaksanaan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
Pengawasan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai tugas sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang otorisasi
anggaran;

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan DPA dan
DPPA SKPD dan SKPKD;

Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;

Pengkoordinasian DPA dan DPPA SKPKD;

Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan anggaran
kas pemerintah daerabh;

Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang
berhubungan dengan penyusunan DPA, DPPA dan anggaran kas
pemerintah daerah;

Penyiapan bahan dan koordinasi penerbitan SPD sesuai DPA dan
DPPA SKPD;

Penyiapan laporan realisasi SPD SKPD;

Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup
otorisasi anggaran;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan
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11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pembendaharaan

a. Bidang pembendaharaan dipimpin oleh seseorang kepala bidang, yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

pembebanan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan

pengelolal kas daerah;

b. Kepala bidang pembendaharaan mempunyai fungsi;

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Perumusan kebijakan program kegiatan bidang pembendaharan;
Perumusan kebijakan pengelolaan bidnag pembendaharaan;
Melaksanakan kebijakan bidang pembendaharaan,;

Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
bidang pembendaharaan;

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai bidang
pembendaharaan;

Melaksanakan fungsi kuasa bendahara umum daerah;

c. Kepala bidang pembendaharaan, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang
pembendaharaan;

2) Penyususunana petunjuk teknis lingkup bidang pembendaharaan;

3) Melaksanakan fungsi kegiatan sebagai kuasa bendahara umum

4)

daerah;

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang belanaj tidak
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langsung, belanja langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas
daerah;

5) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan
pengeluaran pembiayaan;

6) Pengujian tehadap pengajuan pembayaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerabh;

7) Penyiapan surat pemerintah pembayaran (SPP) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;

8) Penyusunan laporan pengelolaan kas daerah secara periodik;

9) Pencatatan data penerimaan dan belanja kedalam bukuregister
serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja
daerah;

10) Pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank per periode;

11) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;

12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;

13) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

14) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Bidang Belanja Langsung:
a. Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh seseorang kepala sub
bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala

bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
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sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkp belanja langsung:

b. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai fungsi:

1)
2)

3)

4)

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
Peraturan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan belanja
langsung;

Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.

c. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Penyiapan rencana program dan kegiatan sub bidang belanja
langsung;

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja
langsung;

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub
bidang belanja langsung:

Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas
pengajuan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung
SKPD;

Penyiapan register penolakan surat perintah membayar (SPM)
belanja langsung;

Memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
belanja langsung;

Penyiapan bahan penyusunan

11. Sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelola kas

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
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Mempunyai rencan, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak
langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.

Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja tidak
langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.

Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang
belanja tidak langsung, pembiyaan dan pengelolaan kas;

Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas
pengajuan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan
pembiyaan dari SKPD;

Penyiapan register penolakan surat perintah membayar belanja tidak
langsung dan pembiayaan;

Memproses penerbitan surat perintah dana belanja tidak langsung
dan pembiayaan;

Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD;
Penyiapan bahan untuk penerbitan surat keputusan pemberhentian
pembayaran gaji;

Penyusunan laporan realisasi SP2D belanja tidak langsung dan
pembiayaan;

Memproses pembayaran kepada bendahara pengeluaran atau pihak
ke tiga berdasarkan SP2D di Bank Sulselbar;

Mengkoordinasi kegiatan di administrasi yang berhubungan dengan

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
Membukukan atau mencatat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

m. Menyusun laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup
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belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
12. Bidang Verifikasi
a. Bidang Verifikasi dipimpin oleh seseorang kepala Bidang,yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas lingkup BPKD di bidang verifikasi.
b. Kepala Bidang verifikasi mempumyai fumgsi:
1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bidang
verifikasi;
2) Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang vertifikasi;
3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bidang Vertifikasi;
4) Pengawasan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
5) Menyusun rancangan Sistem dan Prosedur penatausahaan
Keuangan Daerabh;
6) Melaksanakan vertifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
7) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerabh;
8) Melaksanakan pembinaan kepada PPK dan Bendahara
Pengeluaran SKPD;
9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
c. Kepala bidang Verifikasi mempunyai ruaian tugas sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana, anggaran, dan kegiatan bidang verifikasi;
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
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Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang verifikasi;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat permintaan
pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan
pengeluaran pembiayaan;

Pengujian terhadap surat perintah membayar (SPM) belanja tidak
langsung, belanja langsung, dan pembiayaan yang diajukan oleh
SKPD;

Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat
pertanggungjawaban (SPJ) belanja tidak langsung, belanja
langsung, dan pengeluaran pembiayaan;

Menyusun rancangan system dan prosedur penatausahaan
keuangan daerah;

Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
Melaksanakan pembianan penatausahaan keuangan daerah;
Pelaksanaan pembinaan terhadap pejabat penatausaaan
keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran SKPD,;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

13. Fungsi Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi

penatausahaan keuangan;
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. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang verifikasi

penatausahaan keuangan;
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang

verifikasi penatausahaan keuangan;

. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat perintah

membayar dari SKPD;

. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat permintaan

membayar dari SKPD;

Melakukan verifikasi berita acara pembayaran pihak ketiga oleh SKPD

. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD;

. Melaksanan pembianaan kepada PPK dan bendahara pengeluaran

SKPD

Penyusunan laporan kinerja program bidang verifikasi lingkup
penatausahaan keungan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi

a.

Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup

akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

. Kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan
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akuntansi;

2) Pengaturan penyelenggaraan urusan akuntansi;

3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan akuntansi;

4) Pengurusan penyelenggaraan urusan akuntansi;

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

. Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi;

2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang akuntansi;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;

4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisai dan asistensi system
penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;

5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan
manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai
pertanggunjawaban pelaksanaan APBD;

6) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan
keuangan serta bidang penatausahaan keuangan;

7) Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan
penyusunan laporan keuangan darah;

8) Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

9) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan
pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;

10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan
pelaporan;

11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan
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pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

15. Fungsi kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan:

16.

a.

Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan

pelaporan;

. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan leingkup

akuntansi;

Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;

. Menghimpun proyeksi pendaptan dari seluruh SKPD dalam rangka

pengelolaan anggaran kas;

. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pengesahan surat pertanggunjawaban pendapatan;

. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan

lingkup akuntansi;

. Pelaksanaan moitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Sub Bidang Neraca sebagai berikut:

a.

b.

Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang neraca;
Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup neraca;
Penghimpun dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan

dengan laporan keuangan daerabh;

. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi pelaporan keuangan SKPD
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dengan keuangan SKPKD;

. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit
pelaksanaan secara integritas;

Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

. Penyusunan laporan keuangan tahunan;

. Penyiapan bahan dalam tangka penyusunan laporan berkala tentang
laporan keuangan daerah

Penyiapan rencana peraturan daerah tentang pertanggunjawaban
pelaksanaan APBD;

Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan
lingkup pelaporan;

. Pelaksanaan moitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. SAP Basis Akrual ( SAP PP no,71 tahun 2010)

Menurut kieso dkk (2008) basis akuntansi akrual (accrual basis of
accounting) di mana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban
diakui pada periode terjadinya tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau
pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis
akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset
diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau
pada saat penguasaannya berpindah. sedangkan kewajiban diakui saat
dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena
seluruh arus sumber daya dicatat termasuk transaksi internal dan arus
ekonomi lainnya. Secara sederhana dikatakan bahwa penerapan akuntansi
berbasis akrual ditunjukkan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk
memberikan data yang lebih akurat. Heather Thompson dalam Bambang
Widjanarko (2008) menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis
akrual yakni sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam
sektor publik.

b. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya
sektor publik.

c. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang
dan jasa oleh pemerintah.

d. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk
mengambil keputusan.

e. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.

f.  Untuk mencapai transparasi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada

dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan
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pemerintah dengan lebih transparan. tujuan penerapan basis akrual lainnya
adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada
manajemennya bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diproduksi,
bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Ringkasannya, ketika para manajer
diberikan fleksibelitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan,
mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti
itu. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan
dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan
efisien.

Manfaat penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Bambang
widjajarso (2008), akan mencakup hal-hal seperti;

a. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

b. Menunjukkan Bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana
pemerintah dapat memenuhi kebutuhan khasnya.

c. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya
kewajiban pemerintah.

d. Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah.

e. Basis akrual sangat ruler pada lebih hanya orang dan lebih kompetensi
dalam penyajian informasi.

Lebih lanjut, di dalam studi nomor 14 yang diterbitkan oleh IFAC-publik
sector committee (2003) dalam Budi Mulyana, manfaat penggunaan basis
akrual dapat diuraikan berikut ini. laporan keuangan yang disajikan dengan
basis akrual mungkinkan pengguna laporan untuk:

a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas

b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas dan

c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada,
atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

d. Pada level yang lebih detail, pelaporan dengan basis akrual.

Menunjukkan bagaimana pemerintahan membiayai aktivitas-aktivitas
nya dan memenuhi kebutuhan dananya.

1. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan

pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitas nya dan untuk

memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmenya.
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2. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi

keuangannya.

3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan

keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelola dan

4. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal Efisiensi

dan efektivitas nya pengguna sumber daya.

Dengan demikian, alasan-alasan pengguna basis akrual diantaranya

adalah sebagai berikut;

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk

pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan

piutang, sehingga pengguna basis akrual sangat disarankan.

2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat

untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.

3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi

yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2. Penerapan SAP 24 tahun 2005 dengan SAP 71 tahun 2010

Tabel 5.1: komponen laporan PP 24/2005 dengan PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

Komponen Laporan Keungan

Pokok:

1. Neraca

2. Laporan Realisasi Anggaran

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan
Keuangan

Laporan yang bersifat optimal:

1. Laporan Kinerja Keungan (LKK)

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Komponan Laporan Keungan Pokok:

Laporan Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
lebih (SAL)

Laporan Finansial

1. Neraca

2. Laporan Operasional (LO)

3. Laporan Arus kas (LAK)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPA)

Catatan atas Laporan Keungan

Sumber : PP. No. 71 tahun 2010
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Laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24/ 2005
1. Laporan realisasi anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam
penyajiannya. endapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat
Diterima pada rekening kas Umum Negara/daerah. sedangkan belanja dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
rekening kas Umum Negara/daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo
anggaran lebih (SAL).

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi
SILPA/SIKPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun-tahun berjalan
serta penyesuaian lain yang diperkenankan. laporan perubahan saldo
anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos; 1) saldo anggaran
lebih awal, 2) penggunaan saldo anggaran lebih, 3) sisa lebih/kurang dan
biayaan tahun berjalan, 4) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya,
saldo anggaran lebih akhir.

3. Laporan operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan. laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-
pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
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bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada
saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk
sumber daya ekonomi
. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui
pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.
. Surplus/defisit

Surplus/defisit dari operasi surplus dari kegiatan operasional adalah
selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
sedangkan device dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang
antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan disusun
dalam proses surplus defisit dari kegiatan operasional.
. Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak fun perlu dikembangkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih kurang antara
surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/dan kegiatan pos
Operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
. Surplus/difisit sebelum pos luar biasa
Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan
operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa membuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik

sebagai berikut; kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal
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tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, kejadian di luar
kendali entitas pemerintah.
g. Surplus/defisit-LO
Surplus/defisit-LO  adalah  penjumlahan  selisih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan tidak operasional, dan
kegiatan luar biasa saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.
h. Laporan perubahan ekuitas
Laporan perubahan epi tas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
a).ekuitas awal b). surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan c).
Koreksi koreksi yang langsung menambah/my mengurangi ekuitas dana,
yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya; koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena
evaluasi aset tetap d). Ekuitas akhir

3. Penerapan SAP Berbasis Akrual Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
kabupaten enrekang

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah homor
71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) untuk
meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan
yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 adalah kewajiban penggunaan akuntansi
berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerinta daerah, dari
yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash

toward accrual)
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Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena
sebenarnya sudah di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan
sebelumnya yaitu pada pasal 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003. khusus
untuk pemerintah daerah, pada tahun 2013 pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan
SAP berbasis akrual di pemerintah daerah. peraturan menteri ini menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis
akrual secara penuh paling lambat Tahun Anggaran 2015.

Tidak terkecuali pada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang
selaku daerah otonom juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang
keuangan yang ditetapkan dan diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah
pusat. hal tersebut karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi
pemerintah daerah kabupaten Enrekang dari yang sebelumnya menggunakan
basis kas menuju akrual (cash towward accrual basis) menjadi sistem
akuntansi berbasis akrual (accrual basis).

Suksesnya penerapan PP No 71 tahun 2010 di sektor publik tentu akan
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Khan dan Mayes (2009) menyampaikan
bahwa untuk dapat berhasil dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ada
empat kondisi yang harus disiapkan vyaitu kesiapan sistem akuntansi
kebijaksanaan pemimpin, kemampuan teknisi, dan adanya sistem. Suratno
2015 juga melakukan penelitian mengenai kunci sukses dan peran strategi
implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasilnya menunjukkan keberhasilan
implementasi akuntansi berbasis akrual pemerintah kota Semarang didukung
oleh empat strategi utama yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi,

pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
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suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari
penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dapat tercapai,
tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan
menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan
dan dapat ditahan. Penerapan akuntansi sektor publik harus sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan. karena standar akuntansi pemerintahan
merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun
daerah. adapun penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten
enrekang berdasarkan SAP PP No.24 tahun 2010 adalah sebagai berikut;

. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. laporan realisasi
anggaran merupakan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang
meliputi:

a. Ketaatan terhadap APBN/APBD.

b. Informasi tentang Realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit LRA.

c. Pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena
menyediakan informasi informasi sebagai berikut:

a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi
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b. informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas
penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi sumber daya dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan
cara Menyajikan laporan secara komparatif, setiap komponen dalam laporan
realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan
keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengarunhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan Realisasi nya, serta
daftar-daftar yang rinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu
dijelaska
. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos berikut yaitu :

a. Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya)

b. Penggunaan saldo anggaran lebih

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)tahun berjalan

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

e. Lain-lain Dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelum
LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo
anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan
harus menyajikan perincian lebih lanjut dan unsur-unsur yang terdapat dalam
LP-SAL dalam catatan atas laporan keuangan struktur LP-SAL tidak memiliki

perbedaan baik pada pemerintahan pusa, provinsi, dan kabupaten/kota.
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3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca,
setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar
serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut;

a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Utang pajak dan bukan pajak
d. Persediaan
e. Aset tetap
f. Kewajiban jangka pendek
g. Kewajiban jangka panjang
h. Ekuita
4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
penggunaan laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjelaskan Suatu unit atau seluruh entitas
pemerintah

5. Laporan Arus Kas
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan

keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas
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untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu
komponen laporan keuangan pokok. entitas pelaporan yang wajib menyusun
dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum atau wunit yang ditetapkan sebagai
bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendahara umum
negara/daerah. tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaa, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.
. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan
koreksi koreksi yang langsung menambah mengurangi ekuitas yang antara
lain berupa dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, koreksi kesalahan
mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya.

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Disamping itu,
suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur
yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang dijelaskan pada catatan
atas laporan keuangan.
. Catatan atas Laporan Keuangan
Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan

digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai
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pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan catatan atas laporan

keuangan. catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kualitatif dan

mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahap
pengelolaan keuangan negara.

Selain itu dalam catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan
atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan
bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan
keuangan pemerintah. sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam
menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen komponen laporan
keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan
pertanggungjawaban keuangan negara.

Catatan atas laporan keuangan lengkap kan hal-hal sebagai berikut;

a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

b. Informasi tentang kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro

c. ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya.

e. rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan
keuangan lainnya, seperti pos-pos pada laporan realisasi anggaran,
laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, dan neraca.

f. informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi

pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.
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g. informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
4. Penerapan dan Manfaat Good Goverment Governance di BPKD
Kabupaten Enrekang
a. Penerapan Good Govermen

Implementasi  sistem akuntansi pemerintahan sangat erat
keterkaitannya dengan 4 (empat) prinsip good government governance
yaitu: keadilan (fairness), tranparansi (transparency), dapat dikontrol /
tanggunggugat (accountability), tanggungjawab (responsibility). Akuntansi
pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara siste matis atas
transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat
dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. keadilan,
transparansi, dan akuntabilitas serta tanggungjawab akan semakin
membaik apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang
menghasilkan informasi yang tepat waktu dan tidak menyesatkan.
Sebaliknya sistem akuntansi yang usang, yang tidak informatif, yang tidak
akurat, dan yang menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta tanggung jawab.

Akuntansi sektor publik juga memiliki relevansi yang kuat dengan
kondisireformasi di Indonesia maupun di daerah saat ini. Kita ketahui
bersama bangsa kita saat ini tengah melakukan serangkaian reformasi
pada seluruh aspek dan khususnya reformasi pada tatanan
pemerintahan. Reformasi sektor publik jika diderivasikan akan
mengharuskan adanya reformasi pada sisi akuntansi pemerintahan dan
auditing pemerintahan. Jika keduanya tidak dilaksanakan maka reformasi

yang digulirkan pada sektor publik boleh jadi hanya merupakan isapan
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jempol belaka. Intinya adalah pilar dari body of knowledge yang telah
dibangun oleh akuntansi sektor publik merupakan blue print bagi
reformasi itu sendiri. Dikatakan sebagai blue print karena sistem
akuntansi yang disusun tidak lagi mengawang-awang tapi sudah
membumi dan operasional (down to earth).

Dalam akuntansi sektor publik diperkenalkan banyak paradigm baru
yang menjadi landasan berpikir dalam upaya melaksanakan reformasi itu
sendiri. Beberapa diantaranya adalah akuntabilitas publik (public
accountability) dan konsep value for money. Keduanya sangat erat
kaitannya dengan konsep good governance. Akuntansi pemerintahan
yang berbasis akrual memainkan peranan penting dalam pencapaian tata
kelola pemerintahan yang baik karena dengan akuntansi berbasis akrual
pengawasan kinerja pada program-program dan proyek proyek yang
dilaksanakan oleh pemerintah dan juga meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, serta menjadi alat yang memenuhi amanat desentralisasi
institusi pemerintahan (Guthrie, 1998; Olson, Guthrie dan Humphrey,
1998; Pallot, 1992). Selanjutnya, bentuk penerapan good government
governance dalam akuntansi pemerintahan guna menghasilkan laporan
keuangan pemerintah yang informatif, tepat waktu serta dapat diandalkan
adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24
tahun 2005 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71
tentang SAP Akrual sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan
pemerintah. Dengan adanya standar ini, maka Laporan Keuangan
Pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan
dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan

stakeholder sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang adil,
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transparan dan akuntabel yang diyakini akan berdampak pada
peningkatan kualitas pelaporan keuangan negara/daerah. Dengan
ditetapkannya SAP, diharapkan dapat meningkatkan transparansidan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government
governance).

Dalam pernyataan konsep GASB No.1 dikatakan bahwa
“akuntabilitas pemerintah adalah berdasarkan keyakinan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, hak untuk secara terbuka
mengungkapkan fakta-fakta yang dapat saja diperdebatkan di publik oleh
rakyat dan perwakilan mereka. Pelaporan keuangan memainkan peranan
yang penting dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi
pemerintah yang akuntabel dalam masyarakat yang demokratis”. Sistem
akuntansi pemerintahan yang handal yaitu sistem akuntansi yang mampu
menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dapat
diukur, dicatat, dilaporkan secara terbuka dan mampu
dipertanggungjawabkan kepada publik merupakan hal yang mutlak untuk
menuju good government governance.

Dengan disusunnya SAP berbasis akrual dimana dengan adanya
laporan keuangan pemerintah yang lengkap (Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas) laporan
keuangan pemerintah menjadi lebih informatif, dan dapat diandalkan
sehingga rakyat dapat menilai kinerja pemerintah. Laporan keuangan
pemerintah yang informatif, akuntabel, adil dan transparan akan
berdampak pada pengambilan keputusan pemerintah yang bijaksana
(Burrowes, 2011) dan semata-mata untuk kemakmuran bangsa Indonesia
sendiri. Dengan adanya SAP, standardisasi pelaporan keuangan

pemerintah dapat tercipta sehingga stakeholder dapat mengambil
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keputusan yang tepat dengan dasar informasi yang disajikan didalam
laporan keuangan pemerintah tersebut. Peranan pelaporan keuangan
yang biasanya dipandang sebagai administrasi pemerintahan saja telah
berubah sebagai laporan keuangan yang selayaknya yang mencerminkan
semua aktivitas negara dan memperlihatkan posisi keuangan negara dan
kekayaan negara, serta mempertanggungjawabkan semua dana yang
telah diterima pemerintah dari masyarakat (Meliala dkk., 2007).

Jadi secara keseluruhan SAP berbasis akrual merupakan salah satu
bentuk perwujudan dari good government governance yang
diterjemahkan dalam bidang keuangan pemerintah sebagai bentuk
pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat

dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

1. Adapun manfaat penerapan Good Government Governance antara lain
meliputi:
a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah
berdasarkan Good Government Governance pemerintah akan dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh
personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha
menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepenting pemerintahan
adan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau
kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan
penggunaan sumberdaya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak
tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah.
Setiap  personil  pemerintahan yang menyumbangkan  seluruh

kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga
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melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian
penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan
pemerintahan.
. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Government Governance
akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat
berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan,
kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan
Good Government Governance bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak
untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan
menerapkan prinsip Good Government Governance, maka baik investor
maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan
dengan prinsip yang mengutamakan kepntingan semua pihak, dan bukan
pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat
ini, dimana daerah wajib mampu mengintegrasi dan bersaing dalam skala
internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek Good
Government Governance menjadi salah satu prasayarat mutlak layak
operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic
maupun manca Negara.
. Menjaga kelangsungan pemerintahan daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti; keadilan, transparansi,
dapat dikontrol dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan
dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan
tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil

maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan
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dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan
pemrintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak

yang berkepntingan terhadap pemerintah.

d. Dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas
dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintan dapat lebih diukur
dibandingkan dengan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang
didasarkan pada Good Government Governance. Dalam hal ini
pemerintahan lebih terarah mencapai sasaran-sasaran yang telah
deprogram, dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadi

sasaran pencapaian kinerja pemerintahan.

5. Tabel Matriks Laporan Keuangan

No

Uraian PSAP Keterangan

Sistem akuntansi pemerintah berbasis
akrual yang di lakukan oleh

pemerintah kabupaten enrekang

- Laporan realisasi anggaran PSAP 02 Efektif

- Laporan operasional PSAP 12 Efektif

- Laporan arus kas PSAP 03 Efektif

- Catatan atas laporan PSAP 04 Efektif
keuangan

Dari tabel matriks laporan keuangan di atas dapat di lihat bahwa laporan

keuangan yang di peroleh dari pemerintah kabupaten enrekang sudah efektif ini

di buktikan dari laporan realisasi anggaran sudah menyajikan pendapatan-LRA,

belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan operasional sudah menyajikan
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pendapatan-LO, beban, dan Transfer. Laporan Arus Kas sudah terdiri dari
penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan catatan atas laporan keuangan
dikatakan efektif karena sudah mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi
yang di pergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan
dan di anjurkan untuk di ungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan
serta ungkapan-ungkapan yang di perlukan untuk menghasilkan penyajian
laporan keuangan secara wajar.
. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di peroleh hasil
yang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang telah melaksanakan
peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
berbasis akrual, pelaksanaan dari standar akuntansi pemerintah tersebut
mewujudkan pemerintah kabupaten enrekang dalam rangka pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik (Good Governance) meliputi transparansi, akuntabilitas,
dan partisipatif baik dari karyawan, lembaga legislatif, atau DPR maupun
lembaga-lembaga sosial yang ada di kabupaten enrekang, sesuai dengan
penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Hendrik Manossoh dengan hasil
penelitian menyatakan bahwa penerapan akuntansi pemerintah di provinsi
sulawesi utara sangat terkait dengan empat pemerintahan yaitu : keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Tata pemerintahan yang baik
dapat di capai dengan pemberdayaan sistem dan lembaga berdasarkan aturan
dan regulasi. Manajemen dan pengendalian keuangan yang baik berdasarkan
sistem akuntansi pemerintah merupakan prioritas tindakan pertama yang harus

di ambil oleh pemerintah.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Enrekang telah melaksanakanperaturan pemerintah
No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

2. Pelaksanaan dari standar akuntansi pemerintahan tersebut mewujudkan
pemerintahan Kabupaten Enrekang dalam rangka pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik (Good Gernance) meliputi transparan, akuntabilitas,
dan partisipatif baik dari kaywan, lembaga legislatif, atau DPR maupun
lembaga-lembaga sosial yang ada diKabupaten Enrekang melaksanakan
akuntansi yang telah dikemukakan.

3. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dilihat dari laporan keungan
menggambarkan cukup baik dalam penyusunan sehingga mudah untuk
dipahami kepada setiap pemakai laporan keungan tersebut dengan efektif.

B. Saran

Untuk melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 yang lebih baik

dari segi proses penyusunan laporan keungan maupun dalam penyajiannya,

maka peneliti menyarankan sebagai berikut

1. Sebagai pemerintah Kabupaten Enrekang mensosialisasikan atau memberi
pelatihan kepds pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keungan
pemerintah Kabupaten Enrekang, .Adapun pihak-pihak yang berkepentingan
trhadap laporan keungan adalah pemerintah Kabupaten Enrekang, Dewan
Perwakilan Rakyat, Masyarakat atau lembaga Swadaya Mayarakat (LSM)

yang ada dikabupaten Enrekang.

89
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Standar akuntansi pemerintahan dengan sistem akrual maka perlu
diinformasikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi
keungan dengan sistem akrual secara menyeluruh

Pemerintah harus lebih menunagkan kualitas penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum
sebagaiman maksud dan tujuan dari standar akuntansi pemerintahan
sehingga pemerintahan Kabupaten Enrekang menjadi pemerintah lebih

bagus lagi.
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82 [Hisd Pergualon Mekaysan Daerah. yong Dgasakian [ o.00] 0.0
B |Pirjaman Do'en Negei - Pemerintah Pusoal 0.00] o.00] [
B4 |Pinjaman Dalam Nogen - Pomosintan Daetah Lasmya 0.00] | 0,00
85 |Pinjamon Do Meqer - Lembae s Heugasan Bank 43,000 000 con,00] 000 )
B |Pijarnan Dalen Meger - Lambag s Keusnean Bukan Ba [ | [T (]
B7_|Pigaman Daism Negen - Otigey 0.00 0.00] £.0%)
L] wrran Dalam Negon « Laswnys 0.00 100, 100 816, 18 -
B9 |Penasimann Kivmbail Pajaman kanaca Peanaahas Nega's 0.00§ 0,00 .00
0 _|Penerimann Kemibas Pgaman kopaca Perugahagn Dsersh o.00] 0,60 7]
B1_|Ponermann Kombai Py smin angriran Barjsnoka [TELET 100,000 000,00 564 37000 | 1458 A1 Bid 555,00 |
42 |Jumiah Pensrimaan 49,272 557.981,00) 034273270517 1508 TH.02).582 671,54
[F]
[ |PENGELUARAM PEMBIAYAAN r51A2
45 |Pembentukan Dana Cadangan .00 f,0a] [l ]
B _|Ponyeriaan Modal firustosl Peeoratah Ooorah 151820 [FT T MQI 12,000 000 000,00 | 109.00 1.2 142 542,00
W mmmmmmum.m ““l oo a8
o8 Frembayaran Pokoh P man Lol Heget - Pemeivian aool .00 o0
[porph Laieeng =
e Preribanyran Pokol Py amuat Ciake® Megert - Lemiugs .00 ool e
o TPamtayaran Pokax Preaman s Nogsr - (oo = e =
Kmmargan Bukne Bark
1o Pk Py aman Datam - a5 .00 [ils ] .00/
| 102 |Pambayaran Pokok Prnjaman Dulam Negen = Ly 600 0,00} .90/
1113 |Pemberian Pinjasran kepeca Perusanaan Negata .00 .00 T
1 | Peberiaon Pinjarran kepaita Peruwahagn Dageab .00 0,00 0.0/
104 |Pamibenan Pinjrrnan kepata Pamsnmab Daerin Lainma 400000 000,00 o,00{
106 | Jummiah Pergeiuaran 12430.000.000.00)  12.000.000.000,00|  96.77 | timiuu:.!]
107 |PEMEIAYAAN NETO 36022 SST.081.00] (505776720488 (1533 GA.T41.440.170,54
108
L] Stua Lwbsih Femblayaan Anggaran 1519 7150 T4 TIT, 54 6.222.557.000, 1
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2. LAPORAN PERUBAHAN SAL

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN PERUBAHAN SAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(SETELAH AUDIT)

{chalarn ruepiah)
NO URAIAN Reff 207 w0e
1 |SALDD ANGGARAN LEBIH AWAL 6.222.557.980,95 T6.201.7TTH.A16,54
= PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN 6.721.468.702,09 75,0681 714, 116,54
BERJALAN

3 |SUBTOTAL (1+2) 1.089.278.00 220.064.500,00
4 |S15A LEBIHKURANG PEMBIAYAAMN ANGGARAN|SILPAISIKPA) 7.150,734.737 54 6.222 557,980,099
5 |SUBTOTAL (3+4) TA51.824.015,54 E.442.622.400,90
i |KOREFS! KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA {1.0B8.278.00) 0.00
T |KOREKS! LAINNYA 0,00 {220.064.500,00)]
A |SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR [5+6+7) 1.5.2 T150.734.737,54 lmSET.m,HJ

Catatan aas Laposan Hruangan momupakian bagisn yang Udak tinfpicahkan dan Laporan Keuangan inl.

Enrekang, 25 Mel 2018
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3. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

NERACA
PER 31 DESEMNBER 2017 DAN 2016
[SETELAH AUDIT)
felatam rispint
[Ho URAIAN Raff T 2018
1 [asET
2 |ASET LANCAR 7511
3 |Kms i Kas Dnerah 75318 1,502 131.997,54 & 004, 150 191,85
4 |l¢l| di Bandanarn Pengslaaren 785831k 160, 061.476,00 418 600.632,00
5 |I¢l| Luineys o Berdabues Pengelustin 15310 1. 3160.044,00 128.248.239,00
% |Has di Bendanara Penerimann Ta31d 4 586 631.068,00 135.770.038.00
6 |t i Bendatarn Kapias) 7531 5. 141.441.00 42,834 110,00
7 |Haa Lodneya 75804 409.7731.652,00 73,748 701,00
8 [bromstnal Jangha Pande 0.60 0,60
§_|Prtang Pajak 75310 1B16.842.582,00 1.345.018 240,00
10 Pml’m‘l:lng Pajak TE3Ih (315.608,043,78) {185 810881, 08
1] 3.560.195.539,72 1.063.405 348,67
12 Hmnwm 75314 3475 008.723.00 1 357100 BTAL0
13 |l'-n:f:lw- Pigtang Retnbosi 7531 {T7.766.250,00) {52 292 250,00)
i |Piatang Rotribiusi Nottn 2.300.142.471.00 1.344.000.561,00
15 |Piuang Bogl hasil 75314 4301 BI5.813.00 0.60
45 |Balarja Dibaryar Dimukn 75311 BA1GL 82127 3475 458 53
17 | Bagian Lanes Pajamsn Kepada Perusaliaan Nogars 0,60 1,008
18 |Pemysitan Bagian Lancar Pinjaeran Kepoda Perusatiaan Negaen 0.00 .50
19 |m@mwmmmnmmmm Hetto 0.00 0.0
20 |Bagian Larcas Pisi P Disoruh 0.00 0,00
#1 |Pesyzihan Bagian Lancar nwmmm Perusahann Daerah 0,00 0,00
22 | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Dasrsh Hetto 0.00 0o
25 |fagian Lancar Punjaman aopads Pemerintah Fusal 0,00 0,00
24 |Pamysihan Bagian Lanco Pryaman Kepaia Peemahann Pt 0,00 0,00
25 |Bagian Lencar Pinjarman Keapada Perusahasn Pusat Netta 0,00 n.oa
26 |Bagian Lancar Pnjaman kepada Pemenntsh Daerah Lainmya 0.00 000
27 IF‘mrﬂ-nﬂagmLm Pirgaman Kopoda Perusahann Daevah .00 0,60
1% |Bagian Lencar Pinjaman Kepads Perusshaan Dasrah Lalnmys Netta 0.00 0,00
29 |Bagian Larcar Taghan Parjislan Angaurd 0,00 0,00
30 | Pemynudhan Bagien Lancir Tagihan Penjualon Anguurnn 0,00 0,00
31 |Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netio 0,00 0.0
32 |Angian innear Tuntuten Gany Rup TEI1m PE0.572.027.00 $75.128 500,00
33 |Penypsstuan Bagui Laneor Tusititsn Gand Augs 7531n (4,802 855 A7) {4875 643,50
4 | Bagian lancar Tuntutan Gantl Rugl Netia 955 TT1.067.37 ]
5 |Picdang Loknryn 75310 L3465 101,747 00 3381, 730.181,060
36 | Pomynitan Pagang Laimvya TEINp (3024, 20 .044,00) (2 AR 26 60, 50)
37 | Phutany Lainnya Hetio AT T A53834 813,00
38 |Penadiazn [ETET 6630 730.001.20 806,177 583,56
35 | Jumiah Asel Lancar T0.404 741.554.10 17 828.100.573,55
0
| &1 [INVESTASI JANGHA PANJANG 7533
L 43 [tremstayl Nonpermanen
£3 | Pirgurman Jangia Pasjang 0,60 0,00
44 (irveatnal dainm Sunst Utardg Megars o.00 0,00
45 [treestas dafam Proyek Pendangursan 0.00 0,00
4E |lrvesiesd Korgminanen Lainnya o.00 0.00
47 |Jumilah Investasl Nonpermanen 8,00 0,60
E.lw"'_m" Tiiia
45 |Penynriasn Modsl Pemesntsh Dacrah T532a1) 3. 87H.607.257.00 B8 533 528 A67,00
3 |invratat Permang Lanmyn 7533a2) 0,00 1,203,142 542,00
51 [Jusmlah Investasl Permanen SA.0TH.997.297,00 8015 57 1.409,00
|52 | Jumish investas) Jangks Panjsng E3.878.907.297 00 B0.815.671.409,00 |




| Ha, LIRANAR 2017 2016
:-I: ASET TETAM 7533
55 |Tanan 75130 245 A1, 023 289,10 274 750 522 600 00
%6 |Peralytan dan Mesin 7511k 33 334 K57, 284 88 224,785 AAK BE 88
57 [Gedung don Hangunan T55%3c 613878 176 55508 594 47T 08 73800
52 |Jalan, Migaw dan Joringan 75314 1,000 575704 55453 TRO.BS8 377 677,30
59 | Aset Tetap Laboya 15313 2.307 ADE 033 38 14 034 557 310,00
& | Hpeeytuios dalam Pergenasn 75030 27621381 453,27 104 515 T48 337.00
B | Akumulasl Pemusyian 753225 (STAIGA M0 BeD.29) (40514 10003 1, 57

Jurnlah Azal T 1554 184 61539055 | 1 A4E 615,873 B A1

=)

54 |DANA CADANGAN
65 [Dana Catangan 0,00 0,00
65 |Jumish Dsna Cadangan 0,00 0,60
g ASET LAINWYA 7514
53 | Taghan Perjualsn Anguoran 0,00 0.C0
0 [Penyisihan Tagihan Penpalan Angauran 0,00 o0
71 | Tagihan Penjuatan Angsuran Katto 8,00 o.60
77 | Tuntutan Gans. Rugl 753da 203,204 000,00 220084 500,00
T3 |Pempuiian Tuniutan Gard Rugi 1534 b {20 320 600, 00)| (12 0CH 450,000
74 [Tuntutan Ganti Rugi Netio THZ BES 400,00 48058, 080,60
75 |Remivasn dengan Pihak Ketign 1,00 0,00
TH |Asal Tok Barwyjud 7534 1. THT 704 671,00 27407 544,00
77 | Amorisas: Asst Tok Bervagud ThHasd (B0 447 100,923 {219,563 834, 00)
78 |Auch Tak Borwgud Neta BT 751 570,08 54 508 110,00
TH | Aot LameLain TEde 5T.ATE 110,514, 50 I3 485 F00 040 12
B0 | Jumlsh Aset Lainnya 153265250 484 83 33 84T BEY 200,42
[ 1]

[ A2 | JUMLAN ASET 1807731 607,764,53 1,706 307610 052,38 |
E HEWAJIDAN 1534
[

[ B | REWAJIBAN JANGHA PENDER 7EA51
87 |Litang Pesiviumgan Fihak Koga (PFK) 7531518 20.877.084,00 136 24K 218,00
82 | Lang) Bunga 0,00 ]
B9 |Bagian Larcar LRang Jangha Panjang 0,00 0,00
50 | Pendagaten Daerima Dimada TH151h 2 500,000,00 271 B5E57
51 |Leang Beliria 753151c AT 410 354 565,54 31640761 27103
82 |Utang Jancka Pandek Lalnyn 753514 T8 9235000 MO 1560
W | Jumlah Kesrajiban Jmﬂhmﬂi A5 610. 245 94 A2 110 W3 ATE 33

i L AMHJIANG
%5 |Utarg Dalam Kegord - Sckter Pevbankan 0,00 0,00
97 |Ltang Datam Megen - Otéigas 0.00 0,00
88 |Promum [Diskorio) Oblgasd 0,00 0,00
99 |Lang Jangha Panang Lainnys ) 0.50
1240 | Jumiah Kewaliban Jangika Panjang = L.00 0,20 |
101 | JUMLAH KEWAJIAAN AET12 610 245,04 2110803 376,20
1

q':‘;!‘gf- E MU TAS
104 :!H.ﬂ_.li TR1E 1.?54.52".“1‘..2:! 16741096 T12 67585
105
106 | JUMLAH EXUITAS DAN KEWAJIBAN 1,802.733.607. 766,53 1.706.307,616.052,28

Catatan sins Laparan Feusngan merupakan bagien yang lidak ieipisabian fan Lapomn Keuangan in

Enrekang, 25 Mol 2018 ‘
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4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016
[SETELAH ALDIT)
fichaloums e}
Mo URAIAN Rell 2017 016
1 |PENDAPATAN T.54
7 |PENDAPATAN ASLI DAERAM 7544
3 |Pendapaton Pajsk Dasrah T541a 11 550.918 523,00| 10,328 030 564 00
4 [Pondopatan Rotibusi Dasrah 7541 28 125 677924 67 19,739 §19.930,33|
5 |Pambiguidnn Hasll Pengeloluan Kekoyaan Duemh yong O 75412 12356 408,162 48 4826 158.746,00|
B |Lain-Rain PAD yong Stsh 754.1d 52 158,00 508,80] 57 G6T 754241 00
7_lJumiah Pendapatan Asll Dasrah 104.732.352.610,04} 2,861,563 485,21
i
| © _|PENDAPATAN TRANSFER 7543
10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN 754 71
11 |Dana Bagi Hosh Pajak 754210 13,136, 161.639,00] 1. S48, 620.099,00
12 |Dana Bagi Hasll Sumber Daya Alam 754214 3.797.817.438,00 7.846.379.393,00
13 |Dana Alokasi Umum 75421 £34.335.950.000,00 543 BO0.364.000.00
14 |Dana Aokasi Khusus 75421 213 747.024.586.00 264 434 758.356 00
15 |Jumiah Penda Transfer Dana 765.016.562.562.00] 533.120.190.848.00
:: TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 76423
18 |Dana Cionoml Khusus 0,00 0,003}
19 |Dana Penyesusian 15422 B8.126 442.000,00 103 327 631,000,090
20_|Jumiah Pendapatan Transfer Lainnya 89.126.442.000.00] 103.327.631,000,00
g TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 75423
23 |Pendapatan Bagl Hasil Pajak 75423 40 370 598 182 00| 31.384.322 861,50
24 |Pendapatan Bagi Hasil Lalnnya 75423 3997 912.000.00| 7320 710.427,00|
| 25 |Jumiah Transfer Pemerintal Provingl u:u.m.ﬂﬁ g.ﬂz.mm,ﬂl
26 _|Jumlah Pendapatsn Transter BOB.513.614.015,01 975,148, B55 136,50
Fid
28 |LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 75423
28 [Pendapatan Hibah 75424 527 2441258, 00/ 1.282 142 542 00
30 |Pendapatan Lainmya 75424 0,00/ 8.571,835.260,00|
31_|Jumiah Laindain Pendapatan Yang Sah 6.527.245.258,00] gnﬂug,ggl
| 32 [JUNLAN PENDAPATAN 1.009.272.514.763.04 1.077.865.396.443,83
33
34 |BEBAN
35 |BEBAN OPERASI 7543
36 |Beoban Pegawal 7541a A7 253477 065,00 430 771.825.863,00|
37 |Bebon Persadiaan 75430 68, 133404, 162.37 74606, 305238 60
38 |Behan Jasa 7T543c 58,057 362.030,17 152 422 260,972,714
39 {Beban Pemelharman 7541d 1.714 280 654,31 1 W67 B50.T4T 65
40 |Betan Peralanan Dings THEAde 61,511,520 847,00 55 434 OB 515,00
41 |Bahan Burga 0,00 0,00|
42 |Boban Subsidi 0,00 .00
43 |Beban Hiban 75431 14,3048 050, 000 00 39 .131.561 654 00
44 |Beban Banuan Sosal 75483 206 500, 000,00/ #7.0060.000,00
45 |Beban Pompusutan 7543h 51 0A30H7 423,44] 125 411 384 633 40|
46 |Bebin Penysihan Prting 75410 330132 183,40 70 BOM G575
47 |Bebsn Transfer 0,00 0,0
48 |Boban Lain-lain 7.5.4.3 81.280,223,502,00 546.622.031 00|
45 | Jumlah Beban Oparas] 726,904 140,157,801 B30.658.464.762,97
|_50 |




Ne. | URATAN __Rall 017 2018
51 |BEBAN TRANSFER 7544
52 |Boban Transfer Bagl Hasil Pajak 0.00 0,00
53 |Hetion Teanster Hagi Hasil Pendapatan Lainng 0,00 0.00
54 IWWWHWMWMW 0.00 0.00
55 |Boban Transfer Bantuan Kouangan ko Desa 15440 116 466 676.818,00 84,670, 163.447,00|
56 |Beban Transter Keuangan Lainnya 75440 48 552, 800,00 uu.dmml
57 |Jumish Baban Transfor 120.115.529.618,00 B5.602.619.712,00
53 |JUMLAH BEBAN B47.079.669,715,60] 836.351.084.474,97|
55
B0 | JUMLAH SURPLUS! DEFISIT DARI OPERAS 162.193.845.007,35 151.512 311.968 56
B1
| B2 |SURPLUS! DEFISTT_DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
61 |SURPLUS NON OPERASIONAL
64 |Surplus Penjuntan Asel Nen Lancar 7545 0,00 24672 031,00
85 |Surplus Penyeinsaian Kewajban Jangka Pasjang 0,00 0,00
86 |Swpius dor Kegiatan Non Operasionsl Lainmym 0,00] 0,00
87 |Jumlah Surplus Nen Operasional 7.545 0,00] 29.922.021,00]
]
£5 |DEFISIT NON OPERASIONAL
70 |nm Ponjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00
71 |Defisit Panyslszaion Kewajiban Jangks Panjsng 0,00] 0,00
72 |Defisit dasi Kegintan Non Operasional Lainnys 0,00] 0,00
731 _|Jumilah Defisit Non Operasional = 0,00 0,00
T4 |JUMLAH SURPLUS! DEFISIT DARIKEGIATAN NON Ol 7545 8,00] 29.922.031.0
75
76 | SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS5 LUAR BIASA 7546 152, 103.845.007,35] 151.542.732.999,56)
T
78 |POS LUAR BIASA
79 _|PENDAPATAN LUAR BIASA
80 |Pandapatan Luae Bissa 0,00| 0,00
81_|Jumlah Pendapatan Luar Blaza 0.00] 0,0:0|
[H
83 [AEBAN LUAR BIASA
&4 |Beban Lusr Biasa 0, 0,00
85 |Jumlah Beban Luar Blasa 0,00] 0,00
86 _|POS LUAR BIASA 0.00 n,m{
a7
| &8 |SURPLUSIDEFISIT -LO 7546 162.193.B45,007.35] 151.542.733 990,88
Catoien atos Lopoman Kouangan merupakan bagisn yang Sdak terpisahkon dan Laporan Keuangan ini.
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5.

LAPDRAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(SETELAH AUDIT )

fetadomirs ruipwails)
RO URAIAN REFF 2017 2018
i |Arus Kas darl Aktlvitas Oporasl 155
2 |Arus Masuk Kas 7.55
3 Penanimann Palak Dasvah 023 051.580.00 B.147 40370700
4 Penarimpnn Retnbusi Dasrah = = 26.044 548 348 DO 18878 314,{:53&
5 Pananmaan Hash Pengeiniaan Kekayaan Dasrzh yansg Dipesahian 12355 BOA. 162 48 4. A28 15874600
& | Pensnimann Laindain PAD yong sah £32.245 BE8.BS1 80 23 132 510,606 55
T Panarimaian Dana Bagi Hanil Paiak 1‘.!_._1_35 'lE'I.E_Sﬂ‘W 16, 948 85098, 00
[] Penanmasn Dana Bagi Haeil Sumbar Daya Alam 3,797 B17.438 00 T.B46.379.333,00
a9 Pananmaan Dana Alokasi Umum 534,335 050,000, 00 543600 364 000,00
10 |  Passnrmasn Dana Aokl Khusus 213, 747024585 0 264 434 758 356,00
11| Ponenmaan Dana Otonomi Khutus .
12 Pananmadh Daha Muﬂ. B9. 128 442.000,00 103,327 £31.000.00
13| Ponerimaan Pendapatan Bagl Hasd Paojok 36068 762.539.00 31.381 322 651 .50
1d |  Punonmansn Bagi Hasi Loinnyn 3.967 812.000,00 F.AM.T10.427.00
15| Penermaon Hibah 6527 246.258.00 1.282,142.542.00
16 | Penenmasn Duna Corueat 2,00 -
17 |  Penerimann Lainnys 0.00 .
18| Panenmamn dorl Pendapatan Lunr Binss 12,00 .00
k] Jumilah Arus Masuk Kas 1.000.408.602.312,37 1.033.417.393. 004,45
20 |Arus Keluar Kas
| 21| Pombaynsran Pegawad 365.600.173.631.00 426 235 330, 323,00
£2 | Pembayaran Barang 265.801.742.751.00 213.126 705.544.00
23 | Pombayaran Bunga 0,00 0.00
4 | Fembayarmin Subsics 0,0 0.00
75 | _Pembayamn Hibah 31.716.627.325.00 £6.085 035. 720,00
26 | Pembayarn Bartuan Sosial 206 500.000,00 47.000.000.00
T | Pembayaran Tak Terduga T0.050.000.00 227.700.000,00
28 | Pembayarmn Bagi Hasll Pajak 0.00 0.00
78 | Pembayaran Bogl Hasl Rewibusi 0.00 0.00
30 | Pembajyaran Bagi Hosil Pendapatan Lainnys 120.%15 530 51800 55590 618.712.00
31| Pembaynmn Kejadian Luar Biasa 0.00 . 000
32 Jurnlah Arus EHHI.I'K." 'FIT.-S'I‘I.HJ..H!_'-,II.'I TE1.415.400.299.00
33 Arun Kas Bersih dari Aktivitas ﬂpg‘lﬂ 71.5.51 Jﬂ‘.MEﬂ.HTQT IT2.001.991.692.45
34 {Arus Kas dan Aktivitas Investasi | Investasl Aset Non Hewangan
| 35 [Arus Masuk Kas
36 | Pencasan Dana Cadangan 0,00 0,00
37 | Penjunlan ntas Tanah 0.00 0.00
38 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0.00 28 822.031,00
38 | Penualan ntns Gedung don Bangunan 0.00 0.00
40 | Penjunlan atas Jalan, Irgas dan Jadngan 0,00 0.0 |
41 Asel Telap 0,00 0.00
42 P'ﬂ.lﬂnn Aget Lodnnyn 0,00 0.00 |
43| Hunsd Penjunlan Kekoyaon Daerah yong Dipisatkan 0,00 0,00
44 | Penenmanh Penjuaian investasi Non Permansen 0.00 0.00
a5 Jumiah Arus Masuk Kas 0,00 25.972.031.00 |
A | Arus Keluar Kas
47 | Pembentukan Dona Codanigan 0,00 .00
48 | Perolohan Tanah 540,080 000, 00 841 500.000.00
419 | Peicishan Peralatan don Mesin ZH.BTY 264 774,00 38801 B41.846,00
| 50 | Peroiehan Gedung dan Bangunan 44,110.589.955.00 48 386 453 802,00
51 | Perclohan Jolon, bigasi dpn Jaringan 126 522 .T?&&,M 243,778 m.m,m
| 52 | Perolohan Asst Tetap Lainnya 3% 750.000.00 267 036.560.00 |
53 | Perolohan Asol Laineya 0,00 -
54| Penywrinan Mods Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 11,282 142 542 00
| 55 | Pengelusan Permbellan invesiasi Non Permanen 0.00 0.00
54 Jumlah Arus Heluar Kas nz.m.rn.ms,gn 341.187.460.050.00
57 Arus Kas Bersih dar Altivilas Investasi 7.5.5.2 (212088 477.045.00)|  {341.157.550.026.00) |




NO URAIAN REFF 207 me
58 |Arus Kas darl Aktivitas Pendanaan | Pemblaysan
59 [Arus Masuk Kas
€0 | Pinjaman Dalam Negerl - Pemerintah Pusat 0,00 0.00 |
£1] Pinjarman Dalam Neger - Pomerintah Daersh Lainmys 0,00 0.00
€2 | Finjarnan Dalam Negori - Lembaga | Bank 0,00 0.00
| 63 | Pnjarnan Dol Megen - Lembags Keunngan Bulkon Bank 0,00 0,00 |
iad PMm Neguri - Qbligasi 0,00 0.00
| 65 | Piniaman Dalam Negeri - Lainnys 106 199818 18 0,00
fii | Panerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0.00 | 0,00
67 | Panarimaan Kambali Piniaman kepada Parusahasn Dasfah 0.00 .00
58 | Pererimaan Kembali Pimamon kepadn Pemannioh Daerah Lainmys 0,00 0,0
ah F‘H‘IE!'M Dana CH‘IIHE _ 0,00 0.0 |
| 70 | Hasd [ Dasrah yang Dipesahkan 0,00 0,00
71 | _Penerimaan sisa kas ¢i Bend. Pengeluaran lahun sebelumnya 0,00 0,00
72 | Ponerimaan Kemball Docrah 14 5564 274,00 41 868 555,00
73 Jumiah Arus Masuk Kas 120.764.092,18 41.B68.555 00
74 |Amus Kaluar Kas
75 | Pembayaran Pokok Parjaman Datam Negetl - Pemerintah Pussl o.oo 0.09
T8 | Pembayaron Pekok Pinjormon Dalam Nogeri - Pemenntah Doeroh Lainmya 0,00 [HT]
77 | Pembayaran Poiok Datam - Loty Burk 0.00 0.00
L. w Keunngnn Bubian Hank 0.00 0.00
T msn Cratam Noger - Oblgasi 0,60 0.00
B0 | Pambayaran Pm:t Pjaman Dalam Nogor - Lasrga 0,00 1,00
81 | Pambenan Pinjaman kepads Pedusahann Nogara 0,00 0,00
| B2 | Pemberian Pinjarman kepada Penssataan Dacrah 0,00 0,00
| 81 | Pombarian Pinjarman kepads Pomariniah Daorsh Lainnys 0,00 0,00
B4 | Pembeniukan Dana Cadangan 0,00 0.00
85 | Peryortasn Modal Pemarintah Dagrah 0,00 000
Fongelusran kepads Bend: Pengelupran yong belum
85 0.00 AG0.537.687.00
87 Jumlah Arus Kaluor Kas 0,00 460.527.667,00
L] Arus Kas Barsih dari Aktivitas Pendanaan / Pambiayaa  7.5.5.3 120.764.092,18 [41B.655.142,00)
84 |Arus Kas darl Altivitas Transitors | Non Anggaran
85 |Arus Masuk Kas s
G6 | Ponenmasn Perhiungan Finak Katg (PFR] IB.E05.877.057.00 44 BAA 455 BE5.00
av Jumiah Arus Masuk Kas 36.605.B77.057,00 44,088 465,665,00
08 | Arus Heluar Kas
19 | Pengeluaran Pertitungan Fihak Ketga {F'FH]- 36.508.561.013,00 44 TH2 31742600
100 Jumlah Arus Keluar Kas 36.508.561 01 44.762.217426,00
101 Arus Hos Borsih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggad 7,554 ?.HI.EH.N 126.248 229,00
107 |Kenalkan/Penurunan Kas 7.555 B16.582.078,55 {69.447.955.238 55}
103 | Salde Awal Has di BUD & Kas di Bondahara Pengeluaran 6.2M.468.702.99 T5.570.512.215,.54
104 |Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara F-m 7,158.050.781,54 6.222.557.980.00
105 | Salde Akhir Kas di Bendahara Dana 0,00 0,00
105 | Saldo Akhir Has di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
107 |Salde Akhir Kas di Bendahara Penarimaan 0,00 a,00
104 Salde Akhir Kas di Bandahara B80S 0,00 Illi_:l-__l'.l_1
’_tl!l!dln Alchir Kas di Kas Lalnnya 0,00 0,00 |
110 Saldo Akhir Kas 1.556 7.158.050.781.54 6.223.557.980.99

Cataton stas Laporan Keuangan menspakan baglan yang tdak lerpitabkan dod Laporan Keuangon

Enrekang, 25 Mel 2018

AP BupATI ENRERANG

H. M. AMIRUDDIN



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember 2017 dan 2016
(SETELAH AUDIT )
No. Uralan 2017 2016
1 |EKUITAS AWAL LET4196.7T12.67595] 1.726.549.384.254 B4
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO 162.193.845.007 .35 151.542.233.999,86
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
3 |xenu MES AN MENDARAR & {81.869.560.162,71)] (203.894.905578.75)
Koreksi ekuitas pengakuan utang PFK PKM Buniu batu
4 |yang sebelumnya diakui sebaga Kas dibendahara (1.089.278.00)|
penerima 2016
5 Kﬂ'ﬂm beban penyisihan atas piutang PAD yang telah 17.467 755,20
dilunasi
6 |Koreksi alas Tuntutan Ganti Rugi {64_223_450.13“
7 |Koreksi atas Dana BOS [EEB.EEZ.EE‘B.D‘D]'
8 |Koreksi alas assel Telap (70.528.331 .454.25}'
9 |Koreksi atas penyusutan (132.858.045.017 47)
10 |Koreksi alas assel lainnya 123.738.487.129,68
11 |Koreksi atas utang belanja (15.672.403.573,93)
12 |Koreksi slas beban penyusutan 61.087 44862219
13 |Koreksi alas jaminan Lods 976.465.845,00
14 |Koreksi penyesuaian nilal investasi PDAM (47.936.674.112,00)
15 |[EKUITAS AKHIR 1.754.520.997.520,59 | 1.67T4.196.712.675,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuvangan ini,

Enrekang, 25 Mei 2018
Pit. BUPATI ENREKANG

W/

H. M. AMIRUDDIN
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Pesantren Darul istigamabh lulus tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah atas
di MAN Baraka lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di
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